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IZIN PENELITIAN
Nomor : 500.16.7.2/037/1P/1/12024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene,serta membaca surat Rekomendasi
Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/037/1/2024 Tanggal
23 Januari 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan MEMBERI IZIN Kepada :
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“PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN
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Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan
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Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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“ PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BABABULO KABUPATEN MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan
ketentuan :
1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
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Nama : NUR AFIFAH SUADI
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Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
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